:a. 5‘,”' wa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ay& Qﬁ -
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentan
] Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberiknn 2
e operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kan
Wllayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

o ¢. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Bl telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

i d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

B ‘huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala

T Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

At tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al-
. Falah Penantian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2QQS Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Npmpr4§01); )




7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 ﬂh‘m 2010 tentangp
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara e
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah '
i dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekoléh
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
; Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita‘ Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); i

:“-k‘, By Peratgrax} Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentar
- ‘I.;?fmsafi dan Tata ?(’erja Instansi Vertikal Kementerian Agm
e ~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851
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kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
T pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau

' hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 11 Januari 2018
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